
PERATURAN BUPATI HALIUATIERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI FIALMAHBRA BARAT

NOMOR VO TLTIUN 2023

TENTANG

ITEDUDUI(AIV, SUSUIIIAII ORGAIIrSASI, TUGAS, F-UIIIGSI, DAr![ TATA KEB^IA
DIITAS KTSEHATAIT KABI'PATEIT HALMATIERA BARAT

DENGAN RTHMATI'U}IAN YANG MAHA trSA

BUP,{?I TTALMAHBRq FfARAT,

&{*nirnirang: a. bahr,va untuk melaksanakan ketenl-uan Pasal 2 huruf d angka 't,

Perat-uran Daerah Kabupaten f{nlrnahera Barat Nr:mor 2 Tilhun ?*?3
tentang Perubahan l{eclua Atas Peratlrran Daerah Kabupaten }lalmahera
Barat l,Jcnr.or 6 Tahun 2016 tr:ntang Pembentukan dan Susunan
Perangkat l)aerah Kabupaten Flalmahera Barat dan ketentuan Pasal 28.A
Peraturan Bupati F{alurahera Barat Nomor 17 'lahun '2A23 tentang
Perubahan Keernpat Alas Peraturan Bupafi Ilalmahera Barat Ncmor 1{-}

Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat l)aerah Kabupaten
Ilalmahera Barat, rnaka per{u dijabarkan i{eciudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan }rungsi serta 'Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten HaLrnahera Rarat riengan peraturan Bupati;

b. trahu'a berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksucl pada k*rruf a,
perlu menetapkan Perat"uran Bupati Halraahera Bar'*t t-ent.ang
Kecludukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Frungsl serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Flalmairera Barat.

&{engingat: i. lJndang-undang Non:ar 60 Tahun 1958 tentang Penetapan L}nrlang-
Unclang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tenlang Pernbentukan t)aerah-
Daerah Swatantra f)aeratr Tingkat Ii Dalam Wilal.ah Daerah Srviltar:tra
Tingkilt I Maluku rnenjadi Undang-Undang;

2. Urtdang-undang Nomor 6 'Iahun 2000 tentang PeruLrahan atas Undar:g-
unrlang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Malukr-r
Utara, Kabupaten Bnm dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nnmor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kairupaten
I{almahela Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Tirnur
dan Kota Tidore Kepulauam di Provinsi Maluku Utar.a;

4. Undang-Llndang Nor-nor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nornor" 23 Tahun 2fi 14 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 t"entang Perangkat Daerah;
7. Peratular: Menteri Dalam l{egeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 T::hun 2015
tentang Fernbrentukan Pr"oeluk Hukum Daerah;

8. Peraturan lv{enteri Dalam Negeri Ncmor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Fembangunan r1*r*
Keua,ngan l)aerah;

!), Peraturan Me:rteri Kesehalan Nornar 49 Tahur: 2016 tentang Ped*man
'l'eknis trengorganisasia r: Dina s Ke sehatan Provi nsi da n K;rbu pa tnn/ Kota;

1*. Perat-uran A,{ent.eri Pendayagunaair Aparat.ur Negara dan
Reforslasi Birokrasi Nomor 17 Tahur: 202 i tentang Pen\retaraan
.Jabatar: Adrninist.rasi ke LJalarrr Jahatan Fungsianal;

tr l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur }iegara dan }?efcrmasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2A'27 tentang Penyerierhanaan Strukl,ur
Organisasi pa da In stansi Pemerinta h r:ntuk Penyedcrhanaan Birakrasl;
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i2. Peraturan llaerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor {: Tahun '2416

tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah l(abupaten Hahnahera
fSarat-;
Peraturan Daeral: Kabupaten l{alrnahera E}arat Non:or 2 Tahuu 202 i
t-entang llerubahan Atas Peraturan lJaerah Kabupaten Flaimahera Baral-
Nomor 6 Tahun 2816 tentang Pembenti-rkan dan Susunan Perangi<at
I)aerah Kabupaten Halmahera l3arat;
Peraturan l)aerah Kabupaten Flalurahera lJarat Nomor 2 Tahun 2*23
tentang Pembahan Kedua Atas Peral.uran Ilaerah Kabupaten Flalmahera
lSarat- lriornor 6 'lahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Hahnahera Barat;
Feratur"an Bupali tlalmahera }3arat Nornor 10 Tahun 2416 tentang
Str-ukt-ur Organlsasi Perangkat If aerah Kabupaten llahnahera Rarat;
Peraturan Bupati Flalmahern Balat Nomor 2A Tahun '20'27 lentang
Ferui:ahan Ketiga Atas Peratr-lran l3upati F{almahera Barat Nomcr li}
T"ahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabtipaten
Hai*iahera Barat;
Peraturan Bupati Halmahera tlarat Nomor 17 Tahun 2023 tenrang
Perubahan Keernpat Atas Peral.uran Bupati Halmahera Barat Nomor 10
Tahun Z}rc tentar:g Struktur Organisasi Perangkat l)aerah Kabupaten
t{almahera Barat"

L,IEMUTUSKAN:

ldenetapkan : PtrRATUR{N BUI}ATI HALMAHERA RARAT '|}INT ANG KEDUDU}L{N"
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSi, DAN TATA KERJA DT}iAS
KESEI-{ATAN KABUPATEN TiALMAFiERA BARAT

BAB I
KETEI{?I}AIV U}IUM

Pasal I

Ilalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksuel dengan :

i. Daerah adaiah KabLtpaten Halmahera Barat;
2" Pemerinta.h lfaerah adalah Pemerinlah Kabupaten l{almahera Barat;
3. L3upati adalah Bupati Halmahera Barat;
+. $ekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera tsarat;
5. Dinas arialah Dirras Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat;
6. I{epala Dinas adalah l(epala l)inas I{esehatan Kabupaten Flalmahera Barat;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kakrupaten Halmahera Baral-;

8" Eidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat;
{}. KelompokJabatan },'ungsional adal*h Kelompok Pegarnai ASN var:g memplln.vai tr"tgiis

rnclaksanakan se traginn tugas sesuai dengan keahllan dan kebutuhan"
10" Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas

Ke se hatan --yang selanj utn3'a rli singkat UPTII .

BAB II
KEDUDUKAS D.A3[ SUSUNAIT ORGAJItrSASI

Bagian Kesatu
I{edudukan

Pasal 2

Ilinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerint-ahan bictang Kesehatan.
Dinas sebagaimana dimaksud patla a3'at {1) dipirnpin oleh Kepaia lJinas -}{rng
berkeductrukan dibaw'ah dan berlanggung jawab kepada Bupati rneialui Sekretaris
ilaerah.

13.

14.

1(aJ.

16.

L7.

{1)
{2}
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Bagian Kedua
Sr:sunan 0rganisasi

Pasal 3

i1) Susunan Organisasi llinas terrliri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, memLrawahi Sub Ragian lJmum dan Kepegawaian;
t., i3idang Kesehatan Masyarakat;
{1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penvakit;

'*. ilidang Pelayanan dan Sumber Llaya Kesehatan;
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

i2) Struktur Organisasi Dinas sebagairnana dimaksud pada ayat {1), tercnntum dalam
Laurpiran -vang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TTIG.A,S PONON, F.UIiTGST DAN URAIAT\I TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

ql) Kepala Dinas mempun-vai tugas rnembantu Bupati ruelaksanakan urllsan
pemerint.ahan ynng meqjadi kew'enangan claerah dan tLrgas pernbantuan di bida.tg
Kesehatan.

{?) Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Fasal'1 a-vat i1i"
Kepa1a f)inas mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendaiian penyakit, pelavanan kesehatan, kefarmasian, alat kesetratan clarr

PKRT serta surnber dava kesehatan;
1:. Pelaksanaan kehijakan claerah rlibidang keseiratan mas.v-arakat, pencegahan d.an

pengendalian pen3,akit, pelayanan kesehatan, kefarrnasian, alat kesehatan darl
PKRT serta sumtrer daya kesehatan;

c. FeLaksanaan evaluasi dan pelaporan di iridang kesehatan masllareikat,
trrencegeihan dan pengendalian penyakit, pela3,anan kesetlatan, kefarmasian, alat
kesehatan dan PKRT serta sumtrer daya kesehatan;

d. Pembinaan terharlap Unit Pelaksana Teknis Dinas; eLan

€. Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan cleh Bupati.
i-i) Untuk men-velenggarakan fui:gsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala llinas

rlempun-Y-ai uraian tLl,gas :

a. Meniimpin dan mengendalikan selumh kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan;
b. Merumuskan kebijakan teknis dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka

Iranjang, Rencana Pembangunan .Iangka Menengah dan Rencana Strategi
Kabupaten Halmahera Barat dalam lingkup trigasnva dalarn bentuk rellcarla
kerja;

c" Mengkootdinasikan seluruh program dengan instansi terkait sesnai peratura,u

:.ang berlaku guna kelancaran tugas;
d. Mendelegasikan sebagian kervenangan kepada pejabat dibawahnya secala

berjeniang guna kelancaran pela ksanaall tugas;

e. Membina barvahan dengan memberi petun-juk serta arahan agar pelaksanaan

tugas sesuai lencana;
{. Mengevaluasi peiaksatraan tugas pejabat dibawahnya secara berjenjang sebagai

Lrahan pembinaan kar:ier;
g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik fisan maupul] tertulis

seLrageri bahan pertanggungjawaban;
h. Mernberikan saran dan perlimbangan kepada l3upati baik lisan maupun tertutris

sebagai brahan pr:ngambilan kebijakan;
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i. Melaksanakan tugas lain rvang diirerii<ara oieh I3upati baik lisan lnaupun l.ertulis
guna kelancaran pelaksaflaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

ii ) $ekretariat dipirnpin oleh seorang Sekretaris yang berada rli banah rian bertanggung
jar.ab kepada Kepala f)inas, mempllil.yai tugas pokok peruffiusan dan pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian, pemanlauan, evali-rasi, clan pelaporan meiipriti
pet:t:ncanaari, pernbinaan ketatausahaan, hukutr, keuangan tlan asel ,

kerumairtanggaan. ke{asarna, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian clan
ketatalaksanaan, kehurnasan dan keprotokclan, kepegar.vaian rlan pelayanan
adrninistrnsi di lingkungan dinas ser-ta pengkoorctinasian program dan kegiatan pada
masing-masing Bidang.

{.2} Dalam menyelenggarakan tugas pokck sehagaimana dimaksud pacla a,vat {1i,
$ekretaris tlernpunyai trur:gsi:
a, pelaksaraan koorclinasi penyusunan rencana program dan anggaran rli Lriclang

Kesehatan;
b. perencanaan operasionill Sub Bagian Umurr dan Kepegarvaian pada Dinas

Kesehatan;
c. penS:elenggararl Si"itl Bagian Umum dan Kepegawaian pacia lfinas Kesetratan;
11. pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Sutl Bagian Umurn rlan

Kepegawaian pada Dinas Kesehatan:
e. pengkoorrlinasian kegiatan Sr-rb Bagian Umum dan Kepegawaian clengan l3iclang-

Bidar:g lingkup Dinas Kesehatan:
f. peiaksanaan fungsi lain vang diberika.n oleh atasan sesuai dengan tugas rlan

fungsiri-va.
i-1i llaiam melaksanakan fungsi sebagairnana dirnaksud pacla a-yat i2), Sekretaris

mefirpunyai uraian t-ugas:
il. Mrmimpin dan meng*ndalikan kegiatan bidang kesekretariatan berupa

adilinistrasi dan ketatausatraan, dan urtrum jlinas Kesehatan;
Lr" Merumuskan program urusan umunl dan perlengkatrran, kepegar,rraian, keuangen

serta hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
c. Mengkriordinasikan tugas dengan Kepaia Eiclang dan rli lingkup Direas Kesehatan

guna kelancnran pelaksanaan tugas;
d" Membina penvltsunan t.ekr:is operasicnal kerja cli lingktip Sekretariat berdasarkan

program yang ditetapkan;
e. Memtrerikan informasi keparia rnasyarakat mengenai seluruh kegiatan Dinas gunfi

tersosialisasinya pr'ogram yang teiah ditetapkan;
f. Membagi tugas kepatla Kepala Sub tsagian berctasarkan tugas dan fungsi gufla

kelancaran pelaksanaan tugas;
g. &{emberi petunjuk kepada Kepala Sutr Bagian berdasarkan pedoman tr<erja agar

terhinrlar: dari kesalahan;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian di iingkup Sekertariat

sebagai bahan pembinaiLn karier;
i. Melapnrkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan r1allpul1 ter:tuiis

setragai balran pertanggungiawaban;
j" Memherika.n saran dan perlimbangan kepada Kepala Dinas iraik lisan maupun

tertr-rlis se ba gai bahan pengarnbilarr kebijakan;
k. l!{elaksanakan tugas lain vang diberikan oleh kepala dinas traik Usan mauplin

tertulis guna kelancaran pelaksarafl.n tligas.
i4) llalam melaksanakan tugas pokok, fLrngsi dan uraian tugas sebagaimana pada ayat

{1), {2) dan (3}, Sekretariat- Ililras Keseheitarr, membawahi :

a. Sutr l3agian tlmurn elan Kepeganvaian;
Lr. Kelompok Jabatan Fringsional"
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Sub Bagian t}mum dan l(ePegawaian
Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian rlipirnpin oleh seorang Kepala Sutr Bagi.an

-yang beiada di h*nvah cian tiertanggung -jarvah keparla Sekretaris -vang mefirpu*yai
tugas pokok melaksanak:rn peageloiaan urusan surat menYurat, kearsipan,
kepustakaan, kehumasan rlan prutokol, barang milik daerah/aset dan rur::ah
t-angga, penyiapan kebutLrhan pegawai, pembinaan dan pengerntrangall pegau'ai

serta adrninistrasi kepegarvaian iainnva
Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ttj:naksud pada ayat {1},
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepega$'aian mernpunyai fungsi:
a. penvusuilan bahan pelaksanaan peiayanan Kepegawaian, Umuul, keiembagaar:

serta ket.atalaksanaan;
b. pelaksanaan urusan sura.t menyluat, kearsipan, perpustakaa"n, kehurnasan,

keprotokolan, i:arang rnjlik daerahf aset, n mah tangga kedinasan dan
ad minisl rasi kepegan aiati,

c. pelaksanaarl koor<linasi. integrasi dan sinkronisasi sesuai rlengan lingkup
tugasn-va; dan

d. peiaksanaan monitoring, evaluasi <1an pelapr:ran capaian kinerja Srib Bagian
Umurn dan Kepegarvaian; dan

*. pelaksanilan fungsi lain yang diberjkan oleh atasan sesuai rleng*ln tugas dr:n
f::ngsir:.va.

i3l Dalam melaksnnakan fungsi sebagaimana climaksud pada a-rrat i2), Kepala Sub
Bagian Urnurn dan Kepegar,r'aian merrlpunvai uraian tugas:
a-. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Lln:um dan Kepegau'aian;

b. Menyusun rencana kegiatan Sub l3agian Bagian Urnurn clan Hepegareraia*

berdasarkan program sebagai pedornan ker-1a;

c. Melakukan koorclinasi rlengan Sekretaris cian Kepala Sub Bagian di iingkup

Dinils Kesehatan, Pengendaiian Penrluduk dan Keluarga Berencana guna

kelilncaran pelaksaflaall tugas:
d. Mencata,t, mengarlakan, mendistribusikArt, menyimpan, merawat barang cia.n

alat kantor serta menYafilpaikan usul penghaprisan barang;

r. Mengurus penverliaan fasliitas rapat dinas dan upacara kantor sefia
penyusullan risaiah rapaU

f. Mengarsipkan surat masuk keluar dan dokumen dinas lain guna tertib
adr:rinistrasi;

g. Melaksanakan urusan ruurah tangga dinas yang menyangknt dengan

ketertitlan, keindahan, keamanan, penerimaan ta.mu, termasuk mengatur
penggunaan alat komunikasi, air, listrik;

h. Mernbagi tr:gas keparia barvahan di tingkup Sub Ragian lJmum rlan

Kepegarvaian guna kelancaran pelaksanaan tugas;
i. Menga1ur dan memberi pet"unjuk kepada slerf di lingkup Sutl l3agian Umunl clarr

Ke pe gau.a i a* a g:l r te rhinrictr rl*rrj ke si+i*,tta r: I

j. Id*n55etroia aillriirdslr;-.$i i.-*ai:si1-:sri: k*;:tgr;e.aiai: -1.*ng ri:*iiputi l-]a.tir:r ii::ui

I{r:pangkat*rn i;}UKi <ii.r-t: ts*zeiirrg *ec'ta rxert3'irlp}<an Buku ."lag:.: lienr*.il';ra::

F:rttgkat <1:l* IJxi-.,11 .Iaga ii**a!i.;ex: i-i'*ji Ecrl.;illa s{:{rillrij p*riodik i:*gi Fft$ Ll:i*::*+:

k. F"{**ghi::rpusi da::r r*e;:g*lri}a bah*r: pu=i.:rka rii i:irta*g k*pr-gauaia;r Liltr-i]i{

rnembantu meningkatkan w'alvasan dan pengetahuan st.af;

t. Memeriksa, ilLengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf cii lingkup Srtb

Bagian Umurn dan Kepegarvaian agar diperoleh hasil kerja yang rnaksimal;

trl. N{elilai dan mengevaluasi kerja barvahan di lingkup Sr-rb Bagian lJn:urn rlan

Kepegam,aian guna pembinaan dan pengernbangan karier;
11. &{enghimpun <lan mempelaj*rri peraturan dan perur:dang-undangan, kebijakan

teknis. serta trahan lainnya -\.ang belhubringan dengan tllgas dri lingkup Sut:

Bagian Umum cian Kepegarn'aian setragai landasan ketja;



Mengidentifikasi permasalattan yang berhubungan clengan SuLr Bagian Umum

clan Kepegau.aian sebagai }:ahan pemecahan r:rasalah;
h{elaporkan petraksanaal} tugas kepada Sekretal is baik lisan filar-lpll11 tertulis
sebagai bahar: pefi.anggungjawaban;
Melaberikan saran eian pertiurbangan kepada Sekretaris baik iisan fil.iutrlllI}

tertuiis sebagai bahan pengambiian kepuiusan;
Meiaksanakan tugas lain -var:g diberikan oleh Sekrelaris baik trisan xnilupun

tertulis gllna keiancaran peiaksanaan tugas.

Bagi*.n Ketiga
Bidang Kesehatan MasYarakat

Pasal 7

F3iriang Kesehatan Mas3,.'arakat memprinyai tugas pokok rnelaksanakan pel-u-mu$ail

rlan pelaksanaall kebijakan operasiona 1 bldang kesehatarr ma,sy* rakat"

Kepala Biriang rlalarn melaksanakar: tt-igas pokok sehagaimana dirnaksud paela at'at

i 1 ), rnenyeienggarakan f'ungsi :

a. Penyiapan perumusan keirijakan operasional di trirlang

rJasar dan ruiukan, termasul< pelayanan kesehatan
tradisional serta perizinan dan peningkatan mutu;

b" Peuyiapan pelaksanaan kebijakan operasional" di bidatrg
dasar dan rujukan, termasuk pelayanan kesehatan
tradisional ser"t.a perizinan rlan peningkatan mutu;

c. Ilenyi6psll bimbingan teknis tlan supervisi di bidang peiayanan kesehatan dasar

rlan rujukan, termasuk pelavanall kesehatan bencana, kesehatan tradisional ser-ta

perizinan dan Peningkatan mutu;
d. Pernaltauan, evaluasi dan pelaporan cii bidang pelayanan kesehatan riasar dan

rujukan, termasuk pela-vanan kesehat*rn bencana, kesehatan lrarlisicinal ser*i
perizinan dan peningkatrin mutu; dan

e. pelaksarraan fungsi iain yang diberikan oieh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fttttgsiuva.

i3] Dalam menl,,elenggarakan fungsir:.rva sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2i, Bidarlg

Kesehatan Mas-y araknt memplinvai uraia* ti-rgas:

a. &.{emimpin dan rnengendalikan pelaksanaan tugas di }:idang kesehatan

masyarakat;
b" Merurluskan program cli lingkup bidang kesehatan rnasyarakai. berciasar-iian

kel:iiakan r*ailg telah elitetapkan sehragai petlamarr keria;

c" Merumuskan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan rlssar rlan rujuka*.
ternasuk pelavanan kesehatan benr:ana, k*sehatan tradisional serta perizinan

dan peningkatan mutu;
d. Melgkoorclinasikan penyelenggaraarr kegiatan rlengan sekretaris rlan ktpala

bidang $1 iilgkup Dinas Kesehat.an guna kelancaran peiaksanaall tugas;

e. klemtlerjkan bin:fuingan tek;ris rlan supervisi biriatg peia-vanan kesehatar: dasar

dal rujukan, terrnasuk pekrl-anarlkesehatan beacana, kesehatan tr"aclisional sertil
pedzinan dan Peningkatan mutu;

t Melaksanakan rnonitorjng, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan tlasar dan

rujgkan, termasuk pelayanan kesehatan bencana, kesehatan tradisional serta

perizinan rian peningkatan mutu;
g. Mernhagi tugas kepzlda staf di lingkup bidang kesehatan masTarakat guna

kelancaran peiaksanaan tugas;
h. Merntreri petunjrik kepacia staf herclasarkan pedoman ke{ia agar terhindar dari

kesalahan;

p.

q.

r"

{1}

{2}

pelayanan kesehate*
bencana, kesehatan

pelayanan keselratan
benc'ana, kesettatan

a,



Menilai dan mengeval.rasi pelaksana.rn t-Llgas staf sebagai bahan pernbinaan dan

pengembangar] karier;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala l)inas baik lisan

sebagai trahan pertanpgungi ar'vahan ;

maupufi tertulis

Membertkan saran rlan perlimi:angan kepacla Kepala Ilinas baik lisan mauFlul

tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
tuIelaksanakan tugas lain yang ciiberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis

guna memperlancar pelaksana-an tugas"

Bagian HeemPat
Bidang Pencegahan dan Fengendalian Penyakit

Pasal I

Bidang per:cegahan dan Fengenrialian Per:.r.akit mempunvai tugas pakck

melaksanakan prntmusan dan pelaksanaan kei:ijakan bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendaiian penyakit rnenular, pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak flrenular sert-a kesehatan jir,va.

Kepaia Birlang dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada aYat

{ l), menyelenggarakan fhngsi;
a. penlrusullan rencana ke{ia Bidang;
tr. perutnusan kelrijakan bidang surveilans dan irnunisasi, pencegahan dan

pengend.alian pen-yakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular sefia kesehatan jir'r'a;

c. pelaksanaan kebijalcan hidang surveilans dan imunisasi, pencegahan rlart

pengendalian penS,akit rnenulilr, pencegahnn dan pengendalian penyakit tjdak
rnenular serta kesehatan jiwa;

d. pemberian bimtringan teknis dan supervisi bidang surveilans dan imunisasi,

pencegahan dan pengendalian pen-vakit menular, pencegahan clan pengendalian

penyakit tirlak menular serta kesehatan jiu''a;

t. pelaksanaan monitoring, er.aluasi, <lan pelaporan hidang surveilans clafl

imunisasi, pencegahan ciiln pengencialian penyakit mennlar, pencegahan rlan

pengenelalian penyakit tidak menular serta kesehatan ji*'a;
f. pelaksanaan rronitoring, evaluasi, clan pelaporan tugas dan fungsi Bictang; dan

g" pelaksanaan fungsi iain },ang rliberikan oleh Kepaia Dinas sesuai dengan t.ug*s

dan [ungsinva.

tS) Daiam menyelenggarakan fungsin-va sebagaimana dimaksud pada avat- {2}, Bidatrg

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit rnempun_yai uraian tugas:

&. Memirnpin 6an mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan

Pengendalian Fenrrakit;
h. Merugruskan program di iingkup bidang Pencegahan dan Pengendalian Penvakit

berclasarkan kebijakan vang telah ditetapkan sebagai pedoman ket-ia;

c. Mengkoordinasikan penl,elenggaraan kegiatan dengan sekretaris dan kepala

biclang rli lingkup Dinas Kesehatan guflrr kelancaran peiaksanaan tugas;

d" Membagi tugas kepada staf cil lingkr"rp bidang Pencegahan dan Pengenrlalinrl

Penyakit 83111{1 keLancaran pelaksallaa n tuga s;

e. Memberj petrinjuk kepada staf cii iingkup bidang Pencegahan dan Penglendalian

pen3,.'akit berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar dari kesaiahan;

f" Mengatur pelaksaan tugas staf dilingkup bidang Pencegahan dan Pengendalian
penyakit untltk mengetahui kesesuaian dengan arahan ]rang rliberikan;

g. Menilai clan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf dilingkup hiclang Pencegahan

<1an per:gen6alian Penyakit sehagai hah*:n pem!:inaan eian penge;abnngarl karicr;

h. 1{er-6rnuskrrr: ke'ui.jakan bidar:g slrrv*ilans cian in:ttr:isasi. f}eilce$ahar: d:il:

*engendallan pen-vakit ;:,lrnuk*-r, Fenc;*gahan rlan per:genclnlian penvakit ticlak

:::enular sclta kesehlltan .iiwrr;
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i. &{elaksanakan kebijakan biriang surveilans dan imunisasi, Pencegahan dart

Pengendalian Penyakit menular", Pencegahran dan Pengendalian Penvakit tidak
menular setta kesehntan .iir.va;

Memlrerikan biintringan teknis dan supervisi bidang surveilaus dan imnnisasi.
pencegahan rlan pengendalian penyakit rnenular, pencegahan dan pengendalial
pen-vakit tidak rnenular serta ktsehatan jiwa;
Vielaksanakan monitoring, evatuasi, dan pelapor*rn bidang surveila-ns dan

imgnisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan rian

pengenclalian penyakit ticlai< crenuia.r scrta kesehatan jiwa;

Nteiaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepatra Dinas baik lisan inaliptltl tertulis

se bagai i:ahan per-t.anggur: giawatran;
Memberikan saran rian pertimi:angan kepada Kepatra If,inas b;rik lisan rnaullur
tertulis sebagai i:ahan pengamhrilan kep utusan ;

Melaksanakan tugas lain ysng dibertkan Ke1:ala Dinas braik iisan flIaupun tefiulis
guna memperlancar pelaksanaart ti.rgas'

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan dan $umber Daya Kesehatan

Pasal 9

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan ;]firuffiusan den p*laksanaan kebijakan operasional di 'nidang

pelayanar: keschatan, oper-a*ion*.tr di bidang k*fhtrc.asian, alat ke*ehatan, PHR? $erta

sun:ber daya mariusia kesehatau dan pelay*nan kesehatan r-r-:jukan terrs*suk
p*r:i::gkaian mutun3ra, set't* peia.v*:ra* k* sehatan" fsdisi.,;na1.
Kep*la Bidang d*lam melaksanakan tu6as p*kok sebagaimena dirnaksud parLa *yat
{1}, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasionai di bidang pelayanan kesehatan

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta
pelayanan kesehatan tradisianal;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan
primer rlan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta

peiayanan kesehatan tradisional;
c" Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer

dan pel,ayanan kesehatan rt'jukal termasuk peningkatan mutunya, serta
pelayanan kesehatan tradisional;

d" Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan
pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayana*
kesehatan tradisional.

e. Penyiapal perumusan kebijakan operasional di Lridang kefarmasian, alat

kesehatan daa perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya

manusia kesehatan;
f. Penviapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kr:f'arrnasian, alat

kesehatan dan FKRT serta sumtrcr rlaYa rnalusia kesehatal;
g. Penyiapan binnbingan teknis dan sulpewisi di bidang kefarmasian, alat tr<esehatan

dan FKRT serta. sumber cia1.a tramusia kesehatan; rlan
h. Pemantauan, evaluasi dan peiaparan di triclang kefarrnasian, alat kesehatan dan

PKftT serta sumlrer dal'a manusia kesehatan'

{3i Dalam melaksanakan fungsinva sebagaimana dirnaksud pada ayal '}, }3i.dang

Pelayanan cian Sumi:er Ilaya Kesehatan mempuilYai uraian t.ugas:

a. Memimpin tl*n rnengci:dalikan pelaksanaan tugas di bidang pelavanan cian

sumber dava kesehatan:
b. Merumr-rskan program cli tingkup bidang pela-vanan dat sumber cla.Ya kesehata:r

berrlersarkan kebijakan yarlg telah ditetapkan sebagai i:edoman kerja;

j.

k.
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c. Merumuskan kebijakan operasional cli biciang pelayanan, kesehatan primer dar:
pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunSra, serta pelayanan

1.

kesehatan tradisional;
Melaksanakan birnbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan
pri*rer dan pelavzrnarr kesehatan rujukan termasuk peningkalan mutunya, serla
p*layanan kesehatan tradisional;
&{erumuskan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga {PKRT) serta sumber cla-va mau:"isia

keseiratan;
Pemantauan, evaluasi dan pelapora:r di birlang kefarrlasian, alat kesehatan clan

PKRT ser{-a sumber daya manusia kesehatan;
Mernbagi tugas kepada staf di lingkr-rp bidang pelayanan kesehatan dan sumbel
ciaya kesehatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h,Iemberi petunjnk kepacia staf berrlasarkan pecloman ker.ia agar terhindar dart
kesalahan;
Menilai dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas staf sebagai bahan pemi:inaan dan
pengembangan karier;
Metraporkan pelilksanaAn tugas kepada Kepala Dinas baik lisan ulaupull terlu[s
sebagal bahan pertanggungjarvaban;
Memberikan sarau dan peftimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan lnaupu{i
ter[ulis sebagai bahan pengambiian keputusan;
Melaksanakan tugas lain yelsg diberikan kepala dinas baik lisan maupLln tertulis
guna rnemperlancar pelaksanaan tt-tgas.

BAB ff
USIT PELAKSANA TEKIYIS

Pasal 1O

Pada llinas dapat- dibentuk unii peiaksana teknis dan unit organisasi bersi{at khilsus
unluk rnelaksnnakan sebagian kegiatan teknis operasion*l rlanfatau kegiatar: teknis
penunjang.
Ketentuan mengenai pemirentukan, susunan organisasi, tugas, ftingsi dan tata keqja
unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan B:-rpati tersendiri.
Unit Organisasi bersifut khusus sebagairaana dimaksud pada ayat {1} .vaitu Rumah
Sakit Daerah yal]g memiliki otonorci ria}am per:gelolaan keuangan dan Barang Milii{
Ilaer ah serta biclang kepegaw-aian.

i4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi rlan tata keqa
rumah sakit llaerah sebagaimana dimaksud pada a-vat (3) diatur rlengan Peraturan
Bupati ter:sendiri.

BAB V
JABATAIT FUIYGSIOilTAL

Pasal Ll

iielampok Jatratan Fungsional pada lingkungan Dinas Kesehatan dapat ditetapkalr
menurut ketrutuhatl yang mempunyai tugas u:rtuk melakukan kegiatan sesuai d"engan

-iatl*ltan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kelompok Jahatan Fungsionai terrliri dari sejumlah tenaga fungsional ysng teri:agi
clalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
.iumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (Ii, ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan Lreiran kerja.
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{3}

14l

l.1l

i6)

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada a-rrat {2}, rliatur
sesuai peraturan perundang- undangan.
Untr-rk memenuhi kebt.rtuhan jabatan fungsional dapat dilakrikan dengan
pengangkatan pe;:tama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuaj. peraturarr
per"undang-undangnn"
Pelaksanaall trjgas jabatan fungsional rlikoordinasikan oieh ketua kelompok jabatal
fungsional sesuai dengan rumpun -jabatan masing-masing"
Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai kctentuan peraturar:
perundang-undangan.

BAB \rI
TATA KERJA

Pasal 13

Kepala dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan
kehijakan Llmurn yang clitetapkan oleh Bupati eesuai kr':tentuan
peraturan peru nd ang*u r-r clangan.
Kepala dinas, sekretaris, kepala biclang, kepala Subbagian, pejabat
lungsional, dan seiuruh personil dalam lingkungan dinas melaksanilkari
tugas dian lungsi sesuai dengan ketent.uan peraturan perundan54-
unda.ngan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama:
int-egrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akunlabilitas, transparansi, serta
*fekt.ifitas dan efisiensi.

Pasal 14

Kepala dinas, sekretaris, kepala i:irlatrg, kepaJ.a Subbagian, pe-jal;at
fungsional, rlan selurutr persanii clalar:r iingkungan dinas rvajit:
r:rer:ratuhi petun-juk dan arahan pimpinan, sert-a trrenyanlpaika,n laporan
seca-ra. berkala danlatau sesuai kebutuha-n secrara tepat waktu kepaCa
irl asan rnasing-masi ng.

Setiap lapora.n yarlg diterima sebagairnana dirnaksud pada ayat {f }

dioiah dan digunakan nleh pirnpinan sebagai bahan perlrffiusan
peiaksanaan kebijakan teknis.
Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, clatr kepala Subbagian claie-ru
iingkungan dinas dalarn rnelaksanakan tugasn5ra, melakukar:
pengawasan, pernantallart, pengen<la1ian dan evaluasi, serta
r:relaksanakan rapat koordinasi secara berkala clan/atau sesuai
kebutuhan.
Kepala dinas. sekret.aris, kepala bidang, dan kepala SubrLragian dala:n
iingkungan dinas men6{embangkan koordinasi cian kerjasarrra Cengan
instansi pemerintah/srvasta dalam rangka meningkatkan kinerja dait
l::enrperlancar pelaksanaan tugas clan fungsi dinas"

BAB VII
KE?EIETUJIIY PEI$UTUP

Pasal 15

Ilengan berlakunS.'a Per-aturan Bupati ir:i, maka Peraturan l3upati }lalmahera Rarat Norr. tr
8 Tahun 2A22 tentang Keduriuknn, Susunan Llrganisasi, T'ugas dan Fungsi ser"til Tatri
Keija Dinas Kesehatan, Pengendaiian Penduduk clan Keluarga Berencana Kabupaten
l{ah:rahera Barat dicabut rlan clinvatakan tidak belaku.
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Pasal L6

Peratural Bupati ini mulai Lrerlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangarr Peraturan Bupati ini
dengan penempatanllya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : .Iailolo
Pacla tanggal : 2t w 21123

ELrP,r\*fl I{A" ]3ARAT,

Diundangkan di : Jailolo
pada tarrggal : ?q YP{embnr '2*23

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ne. sY$H ABI)- RADJAK

BEzuTA DAERAI{ KABUPATtrN HALMAHERA BARAT TAHUN 2Q,23 NOMOR .?"4

Solinan sesuai d.erugan aslinga.
Ke pala Baglan Hukurtl ilan Organisasi

Jason

.Tip.

Lalomo,
Pembina IV/a

19730r28 200604

SH, t[,.M

1 009

Ass. Bid. Pem" & Kesra

Kabag }lukum clan Organisasi JAIVIES UAITG

1n
l- l-

EL

,$ekr*tariat Kab. Flalmaher"a Belrat-
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